
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1052, 2017 KEMENDAGRI. Sistem Informasi Organisasi 

Kemasyarakatan. Pencabutan.  
 

 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 57 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 

33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu mengatur 

pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi 

kemasyarakatan; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi 

Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

dan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga 

perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf  b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri  tentang Pendaftaran dan 

Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 

Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5035); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5430); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI 

ORGANISASI KEMASYARAKATAN. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut 

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh 

masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, 

dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

2. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat 

SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang 

menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar 

pada administrasi pemerintahan. 

3. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas 

yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam 

administrasi pemerintahan dengan  persyaratan tertentu 

untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang 

diselenggarakan oleh Menteri. 

4. Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut 

SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, 

informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang 

saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang 

berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik 

dan tertib administrasi. 

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

6. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah 

peraturan dasar Ormas. 

7. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART 

adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD 

Ormas. 
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8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri. 

9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam negeri. 

10. Hari adalah hari kerja. 

 

Pasal 2 

(1) Ormas dapat berbentuk: 

a. badan hukum; atau 

b. tidak berbadan hukum. 

(2) Pengaturan Ormas berbadan hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 3 

(1) Peraturan Menteri ini mengatur pendaftaran Ormas yang 

tidak berbadan hukum dan pengelolaan SIORMAS. 

(2) Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berbasis anggota atau tidak berbasis 

anggota. 

 

Pasal 4 

(1) Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 dapat memiliki struktur kepengurusan 

berjenjang atau tidak berjenjang. 

(2) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dalam AD/ART Ormas. 

 

BAB II 

PENDAFTARAN  

 

Pasal 5 

Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf b dinyatakan terdaftar setelah 

mendapatkan SKT. 
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Pasal 6 

SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh 

Menteri. 

 

Pasal 7 

(1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan 

memiliki struktur kepengurusan berjenjang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh pengurus 

Ormas di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur 

Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. 

(2) Pengurus Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), melaporkan keberadaan 

kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah 

setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di 

daerah. 

 

Pasal 8 

Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki 

struktur kepengurusan tidak berjenjang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh pengurus 

Ormas sesuai dengan domisili sekretariatnya. 

 

BAB III 

TATA CARA PENDAFTARAN  

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 9 

Pendaftaran Ormas dilakukan melalui tahapan: 

a. pengajuan permohonan; 

b. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen 

Pendaftaran; dan 

c. penerbitan SKT atau penolakan permohonan Pendaftaran. 
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